SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irlan Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021



tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun
2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
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Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 (100), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

10.
11.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan berasih dalam periode tahun anggaran
Berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaran bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau
keaadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
atau pemesukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
Pajak Restoran adalah pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

Pajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan hiburan.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
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Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
Pajak Air Tabah adalah pajak atas pengembilan dan/atau pemanfaatan
air tanah.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokock usaha
maupun yang disediakan sebagai sesuatu, termasuk penyediaaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keperluan darurat mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan
pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk

membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah.



Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.526.690.665.908,00

(empat trilyun lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh

juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang

bersumber dari:

a.

b.

C.

(2)

()

pendapatan asli daerah;

pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp532.315.579.108,00 (lima ratus tiga
puluh dua milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh
sembilan ribu seratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp394.312.210.028,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat milyar
tiga ratus dua belas juta dua ratus sepuluh ribu dua puluh delapan
rupiah).
Retribusi daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp5.652.184.099,00 (lima milyar enam ratus lima
puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh
sembilan rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp31.451.453.512,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh
satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp100.899.731.469,00 (seratus
milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga

puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah ).
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Pasal 5
Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf direncanakan sebesar Rp394.312.210.028,00 (tiga ratus sembilan
puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus sepuluh ribu dua
puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak kendaraan bermotor;
b.  bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
¢. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
d. pajak air permukaan; dan
e. pajak rokok.
Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp97.500.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh
milyar lima ratus juta rupiah);
Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.125.218.000,00 (tujuh
puluh milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu
rupiah);
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp178.000.000.000,00
(seratus tujuh puluh delapan milyar rupiah);
Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah);
Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp46.186.992.028,00 (empat puluh enam milyar seratus delapan
puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh

delapan rupiah);

Pasal 6
Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.500.000.000,00
(Sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. mobil penumpang-sedan;
b. mobil penumpang-jeep;
c. mobil penumpang-minibus;
d. mobil bus-mikrobus;

€. mobil bus-bus;
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mobil barang/beban-pickup;
mobil barang/beban-light truck;

7o

mobil barang/beban-truck;

-
.

mobil barang/beban-blind van;

j. sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan

k. sepeda motor-sepeda motor roda tiga.

Mobil penumpang-sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp433.945.900,00 (empat ratus tiga puluh tiga
Jjuta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
Mobil penumpang-jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp5.613.710.600,00 (lima milyar enam ratus tiga
belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

Mobil penumpang-minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp37.261.262.900,00 (tiga puluh tujuh milyar
dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu
sembilan ratus rupiah).

Mobil bus-mikrobus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp594.427.700,00 (lima ratus sembilan puluh
empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
Mobil bus-bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp88.326.800,00 (delapan puluh delapan juta
tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Mobil barang/beban-pickup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp17.397.307.600,00 (tujuh belas milyar tiga
ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus
rupiah).

Mobil barang/beban-light truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp10.780.315.700,00 (sepuluh milyar
tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus
rupiah).

Mobil barang/beban-truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp3.988.659.500,00 (tiga milyar sembilan ratus
delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah).

Mobil barang/beban-blind van sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp12.793.700,00 {dua belas juta tujuh

ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
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Mobil sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp21.133.733.500,00 (dua
puluh satu milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga
ribu lima ratus rupiah).

Mobil sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp55.454.700,00 (lima puluh

lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp 5.075.139.278.188,00 (lima trilyun tujuh puluh lima milyar seratus tiga

puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan

puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja:

.

b
C.
d

(3)

operasional;
modal;
tidak terduga; dan

transfer,

Pasal 8
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga
ratus delapan puluh lima rupiah Rp2.453.619.206.295,00 (dua trilyun
empat ratus lima puluh tiga milyar enam ratus Sémbilan belas juta dua
ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas
belanja:

a. pegawai;

b. barang dan jasa;
c. bunga;

d. subsidi;

e. hibah; dan

f.  bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp851.609.490.023 (delapan ratus lima puluh
satu milyar enam ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu
dua puluh tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp1.026.313.592.054,00 (satu trilyun dua puluh
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enam milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua
ribu lima puluh empat rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp572.765.465.086,00 (lima ratus tujuh puluh
dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh
lima ribu delapan puluh enam rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp2.930.659.132,00 (dua milyar sembilan ratus
tiga puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh

dua rupiah).

Pasal O

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat ratus

empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh

rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

(1)

penerimaan pembiayaan; dan

pengeluaran pembiayaan.

Pasal 10
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf a direncanakan sebesar Rp548.448.612.280,00 (lima ratus
empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta
enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri
atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat
ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus
delapan puluh rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf € direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 11

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol), yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman daerah; dan
€. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
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Pasal 12

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
(Rp548.448.612.280,00) (minus lima ratus empat puluh delapan milyar
empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua
ratus delapan puluh rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp548.448.612.280,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar empat
ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus

delapan puluh rupiah).

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang terdiri dari:

a.

Lampiran [ Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja bagi hasil;

Lampiran VII Rencana Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan Dana Bagi Hasil

Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
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Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian
Objek Pendapaatan, Belanja dan Pembiayaan;

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiayaan;

J.  Lampiran X Sinkroniasasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Salinan sesuaifdengan aslinya Ditetapkan di Manokwari
PIt. Kepala Biyo Hukum, pada tanggal 26 Januari 2024

W

- Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
Dorsinta R. L. Hutabaraf, S.H., M.M.
Pembina THJI CAP/TTD

NIP. 196607051992012022
ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6



